
Mengingat: 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita 
Negara Republik tndonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3209); 

3. Ondang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 13 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 
2013 ten tang Retribusi Perpanjangan lzin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan dalam rangka 
pembinaan dan pengawasan melalui pelayanan 
penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang 
lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Jepara, maka perlu 
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Restitusi lzin Perpanjangan lzin 
Mernpekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabu paten 
Jepara. 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RARMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEPARA 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRlBUSI DAN RESTITUSI PERPANJANGAN 

lZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

DI KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 



, 

Lembaran Negara Repub..;;. Indonesia Nomor {286), 
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 t.entang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 xomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tenrang 
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomm- 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerab [Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kall 
diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 rentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembarao Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200'1 
tentang Per!mbangan Keuangan Antara Pernerintah 
Pusat dan Pcmerintaban Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

l l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234}; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 58 
Tahun 2010 tentang Perubaban At.as Peraturan 
Pemerintah Nomor 2- Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90. Tamtiahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noma. 5145); 



13. Peraruran Pemerintah fiomor 58 Tahun 2005 
tenrang Pengelolaan Ket.!allgan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Piegara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerinrahan Antara 
Pemerint.ah, Pemeriruahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah h.abuparen/Kota [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan 
lnsentif Pemungutan Pi\Jak Daerah dan 
Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran ,!'legara Repu blik Indonesia Nomor 5 J 61); 

16. Peraruran Pemenntah Nomor 65 Tahun 2012 
tentang Jenis dan Tarif atas .Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Lembaga Negara Repubblc Indonesia Tabun 2012 
Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Tndonesia Nomor 5333); 

17. Peraruran Pemenntah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 
Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

18. Peraturan Prcsiden Namor 1 Tahun 2007 
ten tang Pengesahan. Pengundangan, Dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ; 

19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Permenaker 
Nomor 35 tabun 2015 tentang Perubahan Atas 
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

20. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuanga.n Daerah (Lembara.n Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tarnbahan Lembara.n 
Daerah Kabupaten Jepara ~omor 3); 

21. Peraruran Daerah Kabuparen Jepara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinrahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabuparen Jepara (Lemharan Daerab Kabupaten 



• 

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara. 
5 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Reoibusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintab Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang 
dimaksudkan untuk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau Iasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ataU modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang melipun perseroa.an terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan la.innya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan . 

3. KepaJa dinas adalah Kepala Dinas yang mebidangi Tenaga Kerja di 
Kabupaten Jepara 

2. Dinas adaJah Dinas yang mebidangi Tenaga Kerja di Kabupaten 
Jepara 

I. Bupati adalah Bupati Jepara. 

DaJam Peraruran Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSl DAN RESTlTUSI 
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASlNG DI 
KABUPATEN JEPARA. 

Menetapkan 

Jepara Tahun 2008 NOIDOJ" 3.Tambahan Lembaran 
Daerah Ka.bu paten Jepara Nomor 2). 

22. Peraturan Daerah Kabu;,aten Jepara Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lemba.ran Daerah Kabuparen Jepara Tahun 
2012 Nomor LS, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 15); 

23. Peraturan Daerah kabsrparen Jepara Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Re..-.l>usl Perpanjangan Jzin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.(Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN: 



Usaha Milik Daerah (BUMDJ dengan oama dan dalam bencuk apa 
pun, Iirma, kongsi, koperasi, clana pensiun, persekuruan, 
perkurnpulan, yayasan. organisast masa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badao lainnya termasuk 
kontrak mvestasl kolektif clan bentuk usaba tetap. 

IO Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan 'Tenaga Kerja Asing, yang 
selanjumya disebut Retrlbusi Perpanjangan IMTA, yaitu pungutan 
Daerah atas pemberlan perpanjangan lt.ITA kepada pernberi kerja 
teoaga kerja asi.ng. 

11. Restitusi adalah hak bagi wajib reibusi atas pengembalian kelebihan 
pembayaran reribusi yang dilakukan oleh wajib retibusi kepada 
Dae rah. 

12 Perpanjangan lMTA adalah 12m tertulis yang diberikan oleh 
Pernerintah Daerah kepada pernberi kerja tenaga kerja asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga 
negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 
Indonesia. 

14. Pemben Kerja Tenaga Kerja Asing adalah Sadan Hukum atau badan 
badan 1ainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengao 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

15. Masa Retribusi adalah suatu ja.ngka waktu tertenru yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SS1RD 
adalah bukti pembayarao atau penyetoran Retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakao fonnulir atau telah d.ilakukao 
dengan cara laio ke kas daerab melalui rempat pernbayaran yang 
ditunjuk oleh 
Bupati.. 

17 Surat Ketetapao Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retrlbusi yang menenruk.ao besarnya jumlah 
pokok Retribusi yang terurang. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daera.h Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembaya.ran Retribusi karena jumlah 
kredit Retribuai lebih besa.r daripada Retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang, 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 



(I) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Perparrjangan IMTA yang 
diterbilkan oleh Dinas atas nama Bupati: 

(2) Perpanjangan IMTA sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati; 

(31 Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayal 
(2) c:lilirnpahkan kepada Kepala Dinas; 

('IJ Untuk mendapatkan Perpanjangan Thh.\ Pemberi Kerja TKA wajib 
mengajukan permohonan secara online kepada Bupati Jepara 
melalui Dinas dengan menggunakan .t.plika.si SfPP-IMTA (Sistem 
Pelayanan Perpanjangan IM""-\ dengan alamat 
hrrps://imta.jeparakab.go.id. 

BABIV 

TATA CARA PERPANJANOAN IMTA 
Pasal 4 

fl) Pemberi Kerja TKA yang memperpanjang JMTA wajib membayar 
Retribusi Perpanjangan IMTA sebesar USO 100 (seratusJ per-bulan 
untuk senap TKA. 

12) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mempeke:rjakan '!'KA kurang dari l (satu) bulan wajib membayar 
Retribusi 1MTA sebesar I (satu) bulan penuh. 

t3) Pembayaran Rerribusi Perpanjangan lMTA sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 l dan ayat (2) dilakukan dengan cara diselorkan langsung 
ke J<as Umum Daerah pada Bank Jateng CabangJepara. 

BAB ITT 

PERPANJANOANIMaA 

a. Melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Jepara agar 
tetap memilild izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang 
wajib dimiliki oleh Pemberi Kel)a sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

b. Mengetahui keberadaan TKA, bail. dari kesesuaian Jabatan 
maupun jurnlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga 
kerja daerah. 

(I) Peraruran Bupati ini di maksudkan seba.gal bentuk Pengawasan dan 
Pengendalian terhadap Penggunaan ,~A vang lokasi kerjanya di 
wilayah Kabupaten Jepara dan akan berakhir masa berlakunya 
JMTA. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk: 

BABU 

MAKSUO DAN 'ilJJUAN 
Pasal 2 

Pasal 3 



( l) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana d.imaksud pada Pasal 4 
ayat (6J huruf a sampai dengan huruf s, ctinyatakan benar dan 
lengkap dan diupload dalam bentuk file PDF melalui aplikasi SIPP 
IMTA, maka Dinas melaku.kan memverifikasi unruk diterbitkan Surat 
Persetujuan Perpanjangan rMTA yang dipersamakan dengan SKRD 
(Sural Ketetapan Retribusi Daerah). 

(2) Surat Persetujuan Perpanjangan lMTA rhmaksud pada ayal (1) 
disampaikan ke Bank Jateng Cabang Jepara sebagai kelengkapan 
Pembayaran Perpanjangan Retribusi LMT.\. 

(3) Bukti Pembayaran Retribusi perpanjangan lMTA selanjutnya discan 
dan diupload ke Aplikasi SIPP IMTA a.all selanjutnya Dinas akan 
menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Perpanjangan CMTA. 

(5) Pennohonan Perpanjangan IMTA sebagairoana dimaksud cliajukan 
paling lambat 30 (liga) puluh hari kt!'rja sebelum berakhi:rnya 
keberlakuan IMTA dengan mengunggah rnelalui Aplikasi SIPP- IMTA. 

(6) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dengan persyarat.an sebagai berikut: 
a. Surat permohonan perpanjangan IMTA (disebutkan alasan 

perpanjangan IMTA); 
b. Formulir Perpanjangan LMTA; 
c. Fotocopy IMTA lama yang rnasih berlaku; 
d. Fotocopy RPTKA yang masih berlaku: 
e Fotocopy KITAS yang masih berlaku; 
I. Fotocopy Perjanjian Kerja; 
g. Fotocopy Bukti Gaji/Upah TKA; 
h. Fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja > 6 bulan; 
I, Fotocopy NPWP bagi Pemberi Kerja TKA: 
j. Fctocopy Polis Asuransi [Perusahaan Indonesia); 
k. Fotocopy Kepesertaan Program JSN Bagi TKA> 6 bulan; 
l. Fotocopy Surat Penunjukan TIO Pendamptng; 
m. Laporan Realisasi Diklar Bagi TKI Penda:mping; 
n. Potocopy Tanda Daftar Perusabaan; 
o. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 = 4 lembar 
p. Surat Kuasa berrnaterai/ Surat Togas Pemohon 
q. Potocopy KTP / Identitas Penanggung Jawab Perusahaan 
r. Fotocopy Sertifikat Bahasa Indonesia 
s. Pakta lntegritas yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab 

Perusahaan. 
t. Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA 

rn Ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) huruf f. huruf g, 
huruf I, huruf m, dan huruf r tidak berlaku untuk jabatan Anggola 
Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota pembina, anggot.a 
pengurus dan anggota pengawas. 

Pasal 5 



(11 Retribusi Perpanjangan lMTA clibayar- lunas sesuai dengan jangka 
waktu berlakunya IMTA. 

(2) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya rMTA 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l l maka wajib retribusi dapat 
mengajukan permohonan restitusi kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas, sepanjaog adanya alasan dilakukannya izin keluar (&-it Permit 
Only)/EPO, terjacli diluar kemampuan Tenaga Kerja Asing yang 
bersa.ngkutan. 

(3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 
secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluhl hari 
setelab t.erbitnya Exit Permit Only (EPO dari Kantor lmigrasi dengan 
persyarat.an sebagai berilrut 
a. Surat Pennohonan (disebutkan alasao £'PO); 

Pasal 8 

(l) Waj!b rerribusl melakukan pembayaran retribusi perpanjangan lMTA 
ke Kas Umum Daerab berdasarkan surat Persetujuan Perpanjangan 
IMTA yang dipersamakan dengan SKRD. 

(2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggap sah dan berlak:u apabila sesuai dengan 
ketentuan yang tercaotu.m dalam swat Persecujuan Perpanjangan 
JMTA. 

(3) Bank Jateng Cabang Jepara sebagai Kas Umum Daerah, wajib 
menola.k Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 
dfmaksud pada ayat (1) apabila tidak disertai dengan surat 
Persetujuan Perpanjangan I MTA. 

Pasal 7 

BAB V 
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENGAJUAN RESTITUSI 

(11 Da1am hal semua persyaratan lengkap sri>ag;;nmana dimaksud pada 
Pasal (S) ayat (6) huruf a sampai dengan buruf t telah dipenuhi maka 
Dinas menerbitkan Perpanjangan IMTA De.ling lama S (lima) hari. 

(2) Persetujuan Perpanjangao LMTA sebagrmana dima.ksud dalarn Pasal S 
ditetapkan paling lama l(satu) tahun dan dapal diperpanjang sesuai 
dengan RPTKA yang rnasih berlaku. 

(3) Perpanjangan lMTA dimaksud pada aJat (1) digunakan unruk 
memperpanjang Kartu ljin TinggaJ Terbaras. 

(4) Pengambilan Perpanjangan TMTA dilaksanakan pada jam kerja 
dengan membawa persyaratan: 
a. Tanda Terima Pengajuan Perpanjangan MTA; 
b. AsU Buh-ti Setor dari Bank Jateng; 
c. Pakta lnregritas yang ditandatangaru oleh Penanggung Jawab 

Perusahaan. 

Pasal 6 



(1) Dalam hal Pemberi Kerja dan TKA melanggar ketentuan dalam 
peraturan Bupati ini, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
berwenaog mencabut perpanjangan fMTA. 

(2) Pelanggaran atas peraturan Ini dikenakan saoksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi 
maupun kunjungan ke lokasi kerja kepada Pemberi Kerja dan TKA 
dengan memperbatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalarn melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) 
dapar dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Pemantauan Orang 
Asing yang dikoordinatori Perangkat Daerah terkait. 

(3) Kepala Dinas Wajib rnelaporkan pelaksanaan pembinaan dan 
sebagaimaoa dimakud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan kepada 
Bupati. 

Pasal 10 

BAB Vil 
PEMBlNAAN DAN PENOAWASAN 

(1) Pemberi TKA wajib melaporkan penggunaan Tl{A dan TKI 
pendamping TKA di perusahaannya secara periodik setiap 6 (enarn) 
bulan sekali kepada Bupati melalui 'kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas menerbitkan lMTA secara periodik dan melaporkan 
IMTA kepada Menteri Ketenagakerjaan. 

Pasal 9 

BAB VI 
PELAPORAN 

(4) Dalarn hal semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyarakan lengkap, maka Dinas melakukan veriJikasi persyaratan 
untuk diterbitkan Surat Rekomendasi pembayaran retstitusi kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

(5) Pernbayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui 
rekening wajib retribusi, 

b. Bukti Exit Permit Only EPO; 
c. Bukti Setor Bank Jateng (yang clibawa wajib retribusi); 
d. Copy Rekening wajib retribusi unruk menampung pengembalian 

retribusi; 
e. Fotocopy IMTA 
f. Fotocopy RPTKA 
g. F'otocopy KITAS 



BERl DAERAH KABUPA'l'EN JEPARA 'l'AHUN 2018 NOMOR 17 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 9 April 2018 

Diter.apkan di Jepara 
pada tanggal 9 April 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatan dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Pasal 12 

BAB vrn 
KETENTUAN PENUTUP 


